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BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 

TAHUN 2025 NOMOR .. 

 

PERATURAN BUPATI WAY KANAN 
NOMOR .. TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 16 

TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KABUPATEN WAY KANAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAY KANAN, 

Menimbang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengingat 

: a. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 
57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 16 tahun 2011 
tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Way Kanan sudah tidak sesuai kondisi 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan dan 

sehingga perlu ditinjau kembali; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Ketiga  atas  Peraturan 
Bupati Way Kanan Nomor 16 tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pemberian dan  Pemanfaatan  Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Way Kanan; 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II  Way 
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur 
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Indonesia ….. 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
5. Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2014    tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara   Republik 

Indonesia Tahun  2014   Nomor   244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah   diubah  beberapa  kali   terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 4578); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 

tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 
Daerah; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 

tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6757); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
 

Menjadi….. 
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Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang 
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas 

Tenaqa Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6848); 

14. Peraturan Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2024  
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

15. Peraturan Daerah kabupaten Way Kanan Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN  KETIGA  

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2011 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 

 
 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten 
Way Kanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Way Kanan 
(Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 

16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Way Kanan 
(Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 

57) diubah, sebagai berikut: 

 

Ketentuan Pasal 7a diubah, sehingga pasal 7a berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 7a 

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana 

Pemungutan Pajak dan Retribusi 
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 

proporsional dibayarkan kepada: 
a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut 

Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab 

masing-masing; 
b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai 

penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; 

 
 

c. sekretaris….. 
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c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan 
keuangan daerah; 

d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat 
desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah 

atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya 
yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut 
Pajak; dan 

e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana 

pemungut Pajak dan Retribusi. 

(3) Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala 
daerah, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam 

hal belum diberlakukan ketentuan mengenai 
remunerasi di daerah yang bersangkutan. 

(4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan melalui keputusan Bupati dengan 
memperhatikan kondisi keuangan daerah. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak Januari 2025. 

Ditetapkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal 2025 

BUPATI WAY KANAN, 

 
 

 
AYU ASALASIAH 


